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            Penelitian ini dilatar belakangi masih adanya proses pelaksanaan 
administrasi perkara dan  persidangan perdata yang dilaksanakan dengan tatap 
muka padahal didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 4 
„‟Persidangan secara eletronik dengan acara penyampaian gugatan/ permohonan 
/keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi serta perubahannya, jawaban atau 
replik ,duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan/penetapan .  
            Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas 
penggunaan e-Court berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 
2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di 
Pengadilan Negeri Batam Kelas IA dan apa saja faktor kendala dalam efektivitas 
penggunaan e-Court berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 
2019. 
           Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Batam Kelas IA . 
Populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu 21 orang yang terdiri atas 5 
Hakim, 2 Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, 1staf 
PTSP, dan 13 Pengguna Terdaftar e-Court di Pengadilan Negeri. Penelitian ini 
menggunakan metode observasi, wawancara, angket dan studi kepustakaan. 
Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 
            Berdasarkan hasil penelitian ini maka diperoleh bahwa efektivitas 
Penggunaan e-Court Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 
2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Negeri Batam 
Kelas Ia sudah berjalan efektif dalam penggunaan administrasi perkara secara 
elektronik namun dalam penggunaan e-Litigasi atau persidangan secara elektronik 
masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Dan Faktor kendala dipengaruhi 
oleh beberapa faktor ,diantaranya : pemahaman pengguna dalam penggunaan e-
Court , Sarana dan fasilitas, sumber daya manusia yang masih minim. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Peradilan di Indonesia menganut suatu asas yang bernama contante 
justitie atau asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana 
diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman. Makna dari asas ini adalah proses peradilan yang 
tidak berbelit-belit, acaranya jelas, mudah dipahami dan biaya yang terjangkau 
oleh masyarakat tingkat bawah sekalipun.
1
 Pada tataran realitas asas tersebut 
belum dapat terlaksana sepenuhnya pada peradilan di Indonesia. Robert N. 
Cole-O Lee Reed berpendapat bahwasanya lembaga peradilan dalam 
menyelesaikan sengketa kerap mengalami beban yang terlalu padat, lamban 
dan buang waktu, biaya mahal dan kurang tanggap terhadap kepentingan 
umum, atau dianggap terlampau formalistis dan teknis 
Keberadaan asas ini tentunya  menghendaki bahwa dalam pemeriksaan 
perkara dalam proses peradilan dilakukan dalam waktu yang cepat, tanpa 
proses berbelit-belit, dan memakan biaya yang ringan atau dapat ditanggung 
oleh subjek hukum. Namun sudah menjadi rahasia umum bahwa keberadaan 
asas ini tentunya menghendaki bahwa dalam pemeriksaan perkara dalam 
proses peradilan dilakukan dalam waktu yang lama, terdapat pihak yang 
menang dan kalah, dan tidak sering memakan biaya yang besar. Sehingga oleh 
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 Zil Aidi, „‟Implementasi E-court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata 




karenanya menimbulkan berbagai pilihan lain untuk menyelesaikan sengketa 
pertada melalui jalur non litigasi. 
Hasil riset dari Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan 
mencatat ada tiga permasalahan yang menghinggapi administrasi peradilan di 
Indonesia, yakni; Proses penanganan perkara terlalu panjang, tersebarnya 
tanggung jawab administrasi penanganan perkara, proses pencatatan 
penanganan perkara belum sepenuhnya berbasis teknologi informasi. Pada 
tahun 2014 Mahkamah Agung telah melakukan studi banding ke Federal 
Court Australia (FCA) tentang manajemen perkara, untuk mengembangakan 
e-Court service yang terdiri atas e-Lodgement, e-Court File, dan e-Tria,yang 




Ilmu pengetahuan dan teknologi sudah sangat maju dan tidak henti-
hentinya terus berkembang. Hampir semua aktivitas masyarakat dibantu 
dengan teknologi dalam bidang-bidang tertentu. Sehingga tidak dapat 
dipungkiri lagi, bahwa teknologi sudah menjadi suatu kebutuhan yang sangat 
penting dalam kehidupan masyarakat, sebagai contoh ialah teknologi digital. 
Teknologi digital adalah teknologi yang serba otomatis dan canggih dengan 
sistem komputeralisasi/format yang dapat dibaca oleh komputer, bahkan 
cenderung tidak banyak menggunakan tenaga manusia. Teknologi digital 
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 Andi Hamzah, „‟Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia‟‟, Jurnal Refleksi 
Hukum, Vol.1 No.2 Menerobos Sekat Administrasi Pengadilan, h.122-125. 
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 Woro Harkandi Kencana dan Meisyanti, „‟Kreativitas Digital dalam Political 




Disamping itu seiring dengan berkembangnya teknologi yang 
mengakibatkan dunia serasa tidak memiliki sekat (borderless), hal tersebut 
tentu saja dapat membawa perubahan yang positif terkait dengan mekanisme 
pemeriksaan di sidang pengadilan, salah satu contohnya adalah dengan adanya 
pemeriksaan melalui media teleconference atau pemeriksaan jarak jauh dalam 
tahap pembuktian. Hal ini tentu dapat membantu terselenggaranya proses 
beracara menjadi lebih cepat dan efisien, sehingga tidak lagi menunggu 
kehadiran orang yang diperiksa tersebut di sidang pengadilan bilamana yang 
bersangkutan sedang berada di luar kota atau luar negeri.
4
 
Pengadilan juga dituntut untuk dapat berkembang seiring dengan 
perkembangan masyarakat. Setiap tahunnya terjadi peningkatan atas jumlah 
kasus/perkara yang masuk ke pengadilan karena populasi masyarakat yang 
terus meningkat dan terjadi perubahan-perubahan atas pola kehidupan 
masyarakat sehingga banyak masalah yang timbul di lingkungan masyarakat.
5
 
Seiring dengan berjalannya waktu untuk mengupayakan asas cepat sederhana, 
dan biaya yang ringan dalam pemeriksaan perkara Mahkamah Agung (SEMA) 
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat 
Pertama dan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan dimana 
didalamnya memuat adanya batasan hakim pemeriksa perkara untuk 
menyelesaikan pemeriksaan perkara yakni paling lambat lima bulan 
dipengadilan tingkat pertama dan tiga bulan di tingkat banding ,kecuali telah 
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 file:///C:/Users/HP/Downloads/275-Article%20Text-833-1-10-20191006.pdf, dikutip 
pada 26 September 2020 pada pukul 18:39 Wib. 
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 Edi Lisdiyono, „‟Improving Legal Argument Critically in the Litigation Mechanism in 




ditentukan secara khusus waktu penyelsaian perkara dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
6
 Pelayanan dari sisi publik masih memiliki 
kelemahan yaitu ketepatan waktu dan jadwal persidangan, ketersediaan 
layanan informasi pengadilan tidak merata, dan masih maraknya pula 
pungutan liar terhadap proses administrasi perkara di pengadilan. 
E-court adalah proses administrasi perkara dan persidangan dengan 
menggunakan sistem elektronik yang dimulai dari penerimaan gugatan, 
permohonan, keberatan, bantahan, perlawananan, intervensi, penerimaan 
pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, 
kesimpulan, penerimaan upaya hukum dan penyampaian dokumen perkara 
secara elektronik.
7
 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 
Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan 
secara Elektronik mengembangkan ruang lingkup e-Court yaitu persidangam 
secara elektronik yang terdiri atas serangkaian proses memeriksa dan 
mengadili perkara oleh pengadilan dengan bantuan teknologi informasi dan 
komunikasi. 
Aplikasi e-Court yang masih tergolong baru sebagai upaya 
peningkatan pelayanan administrasi berperkara dilingkungan Pengadilan 
Negeri Batam Kelas IA, tentu memilki dampak pula bagi para pencari 
keadilan agar tidak gagap tekhnologi, serta dalam pelaksanaannya juga harus 
menyiapkan fasilitas sumber daya manusia yang memadai. Mengakomodir 
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 I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Impementasi Ketentuan-
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 Pemerintah Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan 




dari dampak yang akan timbul dalam pelaksanaan e-Court untuk dapat 
meningkatkan pelaksanaan dan pelayanan public. 
Perbedaan  biaya dalam  penanganan perkara antara sistem  manual 
dan  e-Court  terletak pada biaya pemanggilan saja. Sementara, untuk 
perincian biaya-biaya lain seperti biaya pendaftaran, administrasi, materai, 
PNBP panggilan, redaksi  tetap sama. Untuk pemanggilan sendiri  pada sistem 
manual dikenakan biaya relaas panggilan yang diatur berdasarkan radius dan 
wilayahnya  masing-masing pihak berperkara. Pada sistem e-Court hal itu 
telah dihapuskan  karena pemanggilan para pihak dapat dilaksanakan jika 
telah  mendapatkan  persetujuan. Maka dapat dilakukan secara elektronik (e-
Summons). Panggilan secara elektronik (e-Summons) merupakan panggilan 
yang sah melalui e-mail selama panggilan itu ditujukan pada domisili yang 
tertera di Sistem Informasi Pengadilan pada pendaftaran secara elektronik. 
Efektifitas dalam  bidang hukum  menurut Achmad Ali bahwa ketika 
ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama 
harus mengukur sejauh mana hukum tersebut ditaati atau tidak ditaati.
8
 
Efektifitas suatu hukum ditentukan antara lain dari taraf kepatuhan warga 
masyarakat terhadap hukum, termasuk pula penegak hukumnya. Soerjono 
Soekanto berpendapat efektif adalah taraf sejauh mana kelempok dapat 
mencapai tujuannya.
9
 Hukum dapat dikatakan efektif apabila terdapat dampak 
hukum yang positif , hukum akan mencapai sasarannya dalam membimbing 
ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. 
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 Achmad Ali, Menguak Teori dan Teori Peradilan, ( Jakarta: Kencama,2010 ), h.375 
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 Soerjono Soekanto, Efektif Hukum dan Penerapan Sanksi, (Bandung: CV Ramadja 




Penggunaan e-Court yang memiliki kelemahan berupa kekhawatiran 
biaya awal pengimplementasian teknologi, penolakan dari golongan advokat 
sebab masih adanya yang belum memahami penggunaan e-Court, kurangnya 
keseragaman sistem. 
Adapun yang menjadi alasan penelitian ini yaitu pada e-Court sendiri 
masih adanya pelaksanaan sidang perdata secara manual atau persidangan 
dengan tatap muka
10
 padahal didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 
Tahun 2019 Pasal 4 „‟Persidangan secara eletronik dengan acara penyampaian 
gugatan/ permohonan /keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi serta 
perubahannya, jawaban atau replik ,duplik,pembuktian, kesimpulan dan 
pengucapan putusan/penetapan. Serta sistem upload dokumen dalam 
penggunaan e-Court beberapa kali bermasalah dan ditimpakan pada 
penggugat yang dianggap tidak memasukan dokumen hukum. Sehingga 
terjadinya penundaan sidang . Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 
Pasal 2 „‟Peraturan Mahkamah Agung ini dimaksudkan sebagai landasan 
hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara 
elektronik di Pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan 
perkara yang professional, transparan, akuntabel, efektif dan efesien dan 
modern.‟‟. Hal ini membuat pelaksanaan e-Court yang awalnya untuk 
pelaksanaan sidang yang lebih cepat tetapi menjadi lebih lambat.  
Setelah membandingkan pedoman umum tentang adimistrasi perkara 
dan persidangan  secara eletronik pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 
Tahun 2019 dalam prakteknya belum sesuai. Berdasarkan hal diatas penulis 
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 Wawancara dengan Riswan, Selaku pegawai bagian IT dan e-Court, pada tanggal 02 




akan melakukan kajian dalam bentuk karya ilmiah terkait Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dengan judul : EFEKTIVITAS 
PENGGUNAAN E-COURT BERDASARKAN PERATURAN 
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG 
ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN SECARA 
ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI BATAM KELAS IA  
 
B. Batasan Masalah  
Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topic yang 
dipermasalahkan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan 
dengan penelitian yang dilakukan yaitu hanya mengenai Efektivitas 
Penggunaan e-Court dengan mengkaji Peraturan Mahkamah Agung 
Nomor 1 Tahun 2019. 
 
C. Rumusan Masalah  
Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 
sebagai berikut:  
1. Bagaimana efektivitas penggunaan e-Court berdasarkan peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan 
persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Batam Kelas IA ? 
2. Apa saja faktor kendala dalam Efektivitas Penggunaan e-Court 
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang 
Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan 





D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui efektivitas penggunaan e-Court berdasarkan 
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indoensia Nomor 1 Tahun 2019 
tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di 
Pengadilan Negeri Batam Kelas IA. 
b. Untuk mengetahui faktor kendala dalam efektivitas penggunaan e-
Court berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 
Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik Di 
Pengadilan Negeri Batam Kelas Ia. 
2. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini secara teoritis dan praktis yaitu : 
a. Secara teoritis 11 
1) Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberi kontribusi bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu hukum 
2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 
penelitian-penelitian sejenis, pada masa mendatang. 
b. Secara praktis  
1) Sebagai syarat untuk melengkapi tugas akhir guna memperoleh 
gelar sarjana hukum 
2) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 
wawasan pengetahuan dalam bidang hukum. 
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3) Bagi masyarkat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
informasi tentang efektivitas penggunaan e-Court berdasarkan 
peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang 
administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di 
Pengadilan Negeri Batam Kelas IA. 
4) Bagi instansi / pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan masukan yang berguna dalam memberikan 
pertimbangan untuk mengambil kebijakan dan perumusan suatu 
aturan yang jelas, khususnya dalam hal efektivitas penggunaan e-
Court berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia  Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan 
persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Batam Kelas 
IA.  
 
E. Metode Penelitian 
Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik, maka perlu 
menggunakan suatu metode penelitiann yang baik dan tepat. Metedologi 
merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan 
pengembangan ilmu pengetahuan yang berguna untuk mencapai tujuan yang 
telah ditentukan.
12
 Metode penelitian juga merupakan cara ilmiah untuk 
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
13
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 Hajar, Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh, (Pekanbaru: 
Suska Press, Cet. Ke-1, 2015), h.7-9.  
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Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri 
keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan 
penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal. Empiris berarti cara-
cara yang dilakukan dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain 
dapat mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang 




1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris 
yaitu penelitian yang secara langsung dilapangan. 
15
Penulis menggunakan 
jenis penelitian yaitu jenis pendekatan hukum sosiologis, dimana 
penelitian ini dilakukan terhadap keadaan yang nyata pada efektivitas 
penggunaan e-Court berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan 
persidangan di Pengadilan Negeri Batam Kelas IA, dengan maksud dan 
tujuan untuk menemukan apa saja faktor kendala dalam efektivitas 
penggunaan e-court berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 
Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara 
elektronik di Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A dilanjutkan dengan 
menemukan mekanisme terhadap penanggulangan yang telah 
teridentifikasi masalahnya dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian 
masalah tersebut. 
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 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo , 2011), h.122. 
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2. Lokasi Penelitian  
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Batam dalam hal ini penulis 
melakukan penelitian dan mengambil data dari Pengadilan Negeri Batam 
Kelas IA. Adapun alasan penulis memilih penelitian disini antar lain untuk 
mengetahui, efektivitas penggunaan e-Court pada Pengadilan Negeri 
Batam Kelas IA berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2019. 
3. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang 
sama.
16
Sampel adalah keseluruhan atau himpunan bagian atau sebagian 
dari populasi, Dalam menentukan sampel penulis menggunakan metode 
purposive sampling yaitu pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau 
sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat 
dengan ciri-ciri atau sifat-sifat sampel dari populasi yang sudah diketahui 
sebelumnya.  
Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
Table I.1 









     14      5      36% 
2. Sub Bagian Perencanaan, 
Teknologi Informasi dan 
Pelaporan 
     4     2      50% 
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 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 






 Staf PTSP ( Pusat Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu) Perdata  
      1     1 
 
     100%     
4. Pengguna Terdaftar  
e-Court di Pengadilan Negeri 
Batam periode Juli-Desember  
     450     13      34,6 % 
 
 
4. Sumber Data 
Data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau 




Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang digunakan oleh 
peneliti diantaranya : 
a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau 
tempat lokasi penelitian. Baik dilakukan dengan observasi  atau 
wawancara. Observasi dengan pengamatan yang merupakan suatu 
pengumpulan data pada penelitian sosiologis.
18
 Data primer dalam 
penelitian ini yaitu wawancara dengan para 5 Hakim Pengadilan 
Negeri Batam, 2 Pegawai Sub Bagian Perencanaan, Teknologi 
Informasi dan Pelaporan, 1 Staf PTSP Perdata. Berupa angket dari 13 
Pengguna Terdaftar e-Court di Pengadilan Negeri Batam periode Juli-
Desember. 
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 Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, ( Semarang: Aneka Ilmu, 1977).h.281. 
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b. Data sekunder yaitu yang diperoleh dari dokumen resmi,buku-buku 
yang menyangkut dengan penelitian, peraturan perundang-undangan 
dan lainnya.  
Data sekunder dibagi menjadi tiga yaitu : 
1) Bahan hukum primer, yaitu perundang-undangan,keputusan menteri, 
atau peraturan daerah.
19
 Penelitian ini menggunakan Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. 
2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari kepustakaan, 
dan dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang 
dapat berupa file-file yang berkaitan dengan penelitian disebuah 
instansi, rancangan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan berupa 
buku-buku yang mendukung terlaksananya penelitian ini merupakan 
data sekunder. 
3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi 
kedua bahan tersebut seperti kamus, Ensiklopedia, yang berkaitan 
dengan topic yang dikaji dalam penelitian ini. 
5. Metode Pengumpulan Data  
Dalam penelitian ini penulis, menggunakan beberapa metode 
pengumpulan data yaitu sebagai berikut: 
a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati,20 
dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang 
erat kaitannya dengan penelitian ini. 
                                                 
19
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b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 
proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan 
antara dua orang atau lebih secara tatap muka mendengarkan langsung 
informasi atau keterangan lisan melalui dialog langsung antara peneliti 
dan informan.  
c. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, 
jurnal-jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan 
dengan permasalahan yang akan diteliti.
21
 
d. Angket, merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan atau 
menyebarkan daftar pertanyaan kepada reponden dengan harapan 
memberikan respon dengan pertanyaan tersebut. 
 
F. Metode Analisis Data 
Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu apa 
yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan prilakunya.
22
 
Penarikan kesimpulan digunakan metode deduktif yang mana cara penarikan 




G. Sistematika Penulisan  
Untuk mempermudah pemahaman dan pengertian dari penulisan dari 
skripsi ini, penulis akan membagi kedalam lima Bab yaitu:  
BAB I :  PENDAHULUAN  
                                                                                                                           
20
 Heris Herdiansyah, Metode Kualitatif untuk Metode Ilmu-Ilmu Sosial, ( Jakarta: 
Salemba Humanika,2010),h.106. 
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 Hajar.M, Metode Penelitian Hukum,( Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 
2011).h.53. 
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 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,cet.ke-3 (Jakarta: UI Press,2007),h.24. 
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  Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian ,manfaat penelitian, 
metode penelitian, metode analisis data dan sistematika 
penulisan.  
BAB II :  GAMBARAN UMUM DAN DESKRIPSI LOKASI 
PENELITIAN  
  Dalam penelitian ini akan memuat tentang profil Pengadilan 
Negeri Batam  Kelas IA meliputi sejarah singkat Pengadilan 
Negeri Batam,Visi dan Misi  Pengadilan Negeri Batam , Jenis-
Jenis Perkara Pengadilan Negeri Batam, Kewenangan Pengadilan 
Negeri Batam, Fungsi dan Tugas Pokok Struktur Pengadilan 
Negeri Batam. 
BAB III :  TINJAUAN TEORITIS 
  Pada bab ini akan diuraikan tentang defenisi e-Court, Dasar 
Hukum, Sistem Hukum Acara Secara Elektronik, Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi 
Perkara dan Persidangan Secara Elektronik 
BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
  Membahas efektivitas penggunaan e-court berdasarkan peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi 
perkara dan persidangan di Pengadilan Negeri Batam Kelas IA 
dan Faktor Kendala Dalam Efektivitas Penggunaan E-Court 




Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara 
Elektronik Di Pengadilan Negeri Batam Kelas Ia 
BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN  
  Bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang 




GAMBARAN UMUM DAN DESKRIPSI  
LOKASI PENELITIAN 
 
A. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Batam  
Pengadilan Negeri Batam merupakan peradilan umum pada tingkat 
pertama yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia 
Nomor : 58 Tahun 1988 dan diresmikan pada tanggal 19 Pebruari 1990 
bersamaan dengan peresmian pemakaian Gedung Pengadilan Negeri Batam 
yang terletak di Jalan Ir. Sutami Nomor 03 Sekupang Kota Batam oleh Bpk. 
H.Ismail Saleh, SH. Selaku Menteri Kehakiman R.I dan juga dihadiri oleh Ali 
Said, SH selaku Ketua Mahkamah Agung RI. 
Pengadilan Negeri Batam pada saat itu dengan status Kelas II yang 
kemudian dengan lajunya pertumbuhan penduduk dan perekonomian 
masyarakat yang sudah pasti akan terjadi persoalan hukum dikalangan 
masyarakat Kota Batam baik perkara pidana maupun perdata, maka untuk 
peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam penegakan hukum di Kota 
Batam dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia 
RI Nomor : M.04.AT.01.05 Tahun 2000 berubah status dari Kelas II menjadi 




Pengadilan Negeri Batam masuk dalam wilayah hukum Pengadilan 
Tinggi Pekanbaru dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Batam, 
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 Dokumentasi Pengadilan Negeri Batam Klas 1A, di ambil pada hari Rabu tanggal 5 




Rempang & Galang dengan luas wilayah kurang lebih 715 Km2 (71.500 Ha) 
= 115% Luas Negara Singapura yang terdiri dari 12 kecamatan sebagai 
berikut:  
a. Kecamatan Belakang Padang 
b. Kecamatan Batu Ampar 
c. Kecamatan Sekupang 
d. Kecamatan Nongsa  
e. Kecamatan Bulang  
f. Kecamatan Lubuk Baja 
g. Kecamatan Sungai Beduk 
h. Kecamatan Galang  
i. Kecamatan Bengkong 
j. Kecamatan Batam Kota 
 
B. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Batam 
   Visi 
Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang 
berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi. Berkenaan 
dengan hal ini, pada tanggal 10 September 2009 Mahkamah Agung Republik 
Indonesia merumuskan visi badan peradilan, yaitu “Terwujudnya Peradilan 
Yang Agung”. 
„‟Terwujudnya peradilan yang dihormati atau yang agung melalui 






1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan. 
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan. 
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan dan kinerja 
bagi Pengadilan Negeri Batam. 
 
C. Jenis-Jenis Perkara Pengadilan Negeri Batam 
1. Register Pidana 
a. Register Induk Perkara Pidana Biasa, dan Register Induk Perkara  Pidana 
Singkat , harus memuat seuruh data-data perkara data tingkat pertama, 
banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi. 
b. Buku regsiter setiap tahun harus diganti, tidak boleh digabung dengan 
tahun sebelumnya. 
c. Register perkara Pidana Biasa, Pidana Singkat, Pidana , dan Lalu Lintas 
ditutup setiap bulan, nomor urut setiap bulan dimulai dari nomor 1. 
Sedangkan nomor perkara berlanjut untuk satu tahun. 
Adapun Register perkara pidana terdiri atas : 
a. Register Induk Perkara Pidana Biasa. 
b. Induk Perkara Pidana Singkat. 
c. Register Pidana Cepat. 
d. Register Pidana Lalu Lintas. 
e. Register Pidana Anak 




g. Register Ijin Penggeledahan 
h. Register Ijin Penyitaan. 
i. Register Barang Bukti 
j. Register Permohonan Banding. 
k. Register Permohonan Kasasi 
l. Register Permohonan Peninjauan Kembali 
m. Register Permohonan Grasi 
2. Register Perdata 
Pendaftaran perkara dalam buku register dilakukan dengan tertib 
dan cermat, sesuai dengan pencatatan dalam buku jurnal keuangan 
masing-masing. 
Buku register yang berkaitan dengan buku jurnal, terdiri dari : 
a. Register Induk Perkara Perdata Gugatan 
b. Register Induk Perkara Perdata Permohonan 
c. Register Permohonan Banding 
d. Register Permohonan Peninjauan Kembali 
e. Register Eksekusi 
f. Register Somasi 
 
D. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Batam 
Pengadilan secara kelembagaan merupakan organisasi kekuasaan yang 
mempunyai  struktur organisasi tertentu,adapun struktur Pengadilan Negeri 




Gambar 2.1  




Keterangan Pengadilan Negeri  Batam  
No Jabatan Jumlah Keterangan 
1. Ketua 1 - 
2. Wakil ketua 1 - 
3. Hakim 12 - 
4. Panitera 1 - 
5. Sekretaris 1 - 
6. Panmud hukum 1 - 
7. Panmud pidana 1 - 
8. Panmud perdata 1 - 
9. Kasubag 1 - 
10 Kasubag 1 - 
11. Kasubag 1 - 
12. Panitera pengganti 10 - 
13. Staf 4 - 
14. Jurusita /Jurusita Pengganti 6 - 





E. Kewenangan Pengadilan Negeri  
Mahkamah Agung merupakan pengadilan Negara tertinggi dari 
keempat lingkungan peradilan,yaitu peradilan umum, peradilan agama, 
peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara.
25
 Mahkamah Agung dalam 
melaksanakn tugasnya bebas dari intervensi sesuai dengan yang diamanatkan 
pasal 24A Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 
26
 
Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem 
peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari 
sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik 
yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia 
untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan baik dalam perkara 
sipil, buruh, administratif maupun kriminal. Setiap orang memiliki hak yang 
sama untuk membawa perkaranya ke Pengadilan baik untuk menyelesaikan 
perselisihan maupun untuk meminta perlindungan di pengadilan bagi pihak 
yang di tuduh melakukan kejahatan. 
Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah 
Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan 
pada umumnya. Peradilan umum diatur dalam Undang-Undang Negara 
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum jo.Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Negara Republik Indoensia 
Nomor 49 Tahun 2009. 
27
Peradilan umum meliputi Pengadilan Tinggi, 
berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah 
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provinsi, Pengadilan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan 
daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota,Pengadilan khusus lainnya 
(spesialisasi, misalnya: Pengadilan Hubungan(PHI), Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Pajak, Pengadilan 
Lalu Lintas Jalan dan Pengadilan anak. 
Kata “kekuasaan” disini sering disebut juga dengan “kompetensi”. 
istilah “kompetensi” berasal dari bahasa belanda competentie, yang 
diterjemahkan dengan kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau 
memutuskan sesuatu. Istilah kompetensi lembaga peradilan merupakan 
kekuasaan negara dalam menerima, mengadili dan mengutus, dan 




Pengadilan Negeri (biasa disingkat: PN) merupakan sebuah lembaga 
peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota 
kabupaten atau kota.  Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri 
Batam berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara 
pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Wilayah 
hukum Pengadilan Negeri Batam meliputi semua wilayah kota Batam . 
Kekuasaan Pengadilan pada masing-masing lingkungan terdiri atas 
kekuasaan relative (relative competentie) dan kekuasaan mutlak (absolut 
competentie). Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk 
mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materi). Kompetensi relatif 
pengadilan agama merujuk pada 118 HIR atau Pasal 142 RBg jo. 66 dan Pasal 
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73 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama berdasarkan pada 




1. Kompetensi Relative  
Kompetensi relative atau kekuasaan relatif diartikan sebagai 
kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam 
perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama 
tingkatan lainnya.. misalnya, antara Pengadilan Negeri Malang dengan 
Pengadilan Negeri Purworejo, antara Pengadilan agama Muara Enim 
dengan Pengadilan agama Baturaja. Dengan kata lain, kompetenasi relatif 
adalah kewenangan pengadilan untuk menangani perkara sesuai dengan 
wilayah hukum (yurisdiksi teritorial) yang dimilikinya. 
Dari pengertian di atas maka pengertian kewenangan relatif adalah 
kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam 
lingkungan peradilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan 
dengan wilayah hukum Pengadilan dan wilayah tempat tinggal/tempat 
kediaman atau domisili pihak yang berperkara.
30
 
2. Kompetensi Absolute  
Kompetensi absolut atau kewenangan mutlak pengadilan 
wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang 
secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan dalam 
lingkungan pengadilan lain. Kompetensi absolut atau kewenangan mutlak 
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ini memberi jawaban atas pertanyaan apakah peradilan tertentu itu pada 
umumnya berwenang memeriksa jenis perkara tertentu yang diajukan 
kepadanya dan bukan wewenang pengadilan lain. Kompetensi absolut atau 
wewenang mutlak disebut juga artibusi kekuasaan kehakiman. Peradilan 
Umum (Pasal 50 dan 51 UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan 
Umum), berwenang mengadili perkara :pidana (pidana umum dan khusus) 
dan perdata (perdata umum dan niaga).
31
   
 
F. Tugas Pokok Struktur Pengadilan Negeri Batam 
Adapun uraian tugas pokok dari struktur organisasi Pengadilan Negeri 
Batam, adalah sebagai berikut: 
1. Ketua Pengadilan Negeri  
Tugas Pokok dan Fungsi dari Ketua Pengadilan Negeri adalah 
sebagai berikut : 
a. Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab 
atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan. 
b. Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan 
Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan. 
c. Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara  pengadilan 
untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan 
dengan pengadilan. 
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d. Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan 
menyerahkan kepada Panitera Pengadilan. 
2. Wakil Pengadilan Negeri  
Tugas Pokok dan Fungsi dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri 
adalah sebagai berikut : 
a. Membantu ketua dalam merencanakan program kerja jangka pendek 
dan panjang , pelaksanaan serta organisasinya. 
b. Mewakili Ketua bila berhalangan. 
c. Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua. 
d. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan 
tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang 
berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua. 
e. Menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Biasa, 
Pidana Singkat, Pidana Cepat, Pidana Khusus, Pra-Peradilan, Perkara 
Lalu Lintas, Permohonan PK sesuai penetapan Ketua Pengadilan 
Negeri. 
f. Menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata 
Gugatan, Perdata Permohonan, Perdata Gugatan Sederhana, 
Permohonan PK sesuai penetapan Ketua Pengadilan Negeri. 
g. Melaksanakan penunjukan sebagai Hakim Mediator. 
h. Melaksanakan penunjukan sebagai Fasilitator Diversi. 
3. Hakim 
Tugas Pokok dan Fungsi dari Hakim Pengadilan Negeri adalah 




a. Menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Biasa, 
Pidana Singkat, Pidana Cepat, Pidana Khusus, Pra-Peradilan, Perkara 
Lalu Lintas, Permohonan PK sesuai penetapan Ketua Pengadilan 
Negeri. 
b. Menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata 
Gugatan, Perdata Permohonan, Perdata Gugatan Sederhana, 
Permohonan PK sesuai penetapan Ketua Pengadilan Negeri. 
c. Melaksanakan penunjukan sebagai Hakim Mediator. 
d. Melaksanakan penunjukan sebagai Fasilitator Diversi. 
e. Melaksanakan pengawasan bidang sesuai SK KPN. 
f. Melaporkan hasil pengawasan bidang kepada koordinator pengawas 
bidang. 
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan. 
4. Panitera 
Panitera mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di 
bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat 
yang berkaitan dengan perkara. 
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 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud, Panitera menyelenggarakan fungsi : 
a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan 
tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis. 
b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata. 
c. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana. 
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d. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus. 
e. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data 
perkara, dan transparansi perkara. 
f. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam 
program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan 
peraturan dan perundang undangan, minutasi, evaluasi dan 
administrasi Kepaniteraan. 
g. Pelaksanaan mediasi. 
h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan. dan 
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri. 
5. Sekretaris 
Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan, membina dan 
mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pelayanan administrasi umum kepada 
semua unsur di lingkungan Pengadilan Negeri. Dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi : 
a. Membantu Pimpinan Pengadilan Negeri dalam membuat program 
kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya dan 
pengorganisasiannya. 
b. Melaksanakan pengurusan tata persuratan kearsipan dinamis sebagai 
Pimpinan Tata Usaha unit Pengolah di lingkungan sekretariat. 
c. Membina, mengawasi dan menertibkan pelaksanaan tugas-tugas 
pelayanan administrasi umum (sekretariat), dengan menerapkan 
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi  yang 




uang biaya perkara dan titipan pihak ketiga), Administrasi surat-
menyurat, perlengkapan, rumahtangga dan perpustakaan. 
d. Mengatur Standing Order Kepala Urusan dan staf dilingkungan 
sekretariat dalam hal pejabat atau pegawai yang bersangkutan 
berhalangan sementara. 
6.  Kepaniteraan Perdata  
Panitera Muda Perdata : 
a. Melaksanakan Administrasi Perkara, Mempersiapkan Persidangan 
Perkara, Menyimpan Berkas Perkara Yang Masih Berjalan Dan Urusan 
Lain Yang Berhubungan Dengan Masalah Perkara Perdata. 
b. Memberi Nomor Register Pada Setiap Perkara Yang Diterima 
Dikepaniteraan Perdata. 
c. Mencatat Setiap Perkara Yang Diterima Kedalam Buku Daftar Disertai 
Catatan Singkat Tentang Isinya. 
d. Menyerahkan Salinan Putusan Kepada Para Pihak Yang Berperkara 
Bila Memintanya. 
e. Menyiapkan Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding,Kasasi Atau 
Peninjauan Kembali.  
f. Menyerahkan Arsip Berkas Perkara Kepada Panitera Muda Hukum. 
g. Menerima Permohonan, Gugatan, Permohonan Banding, Permohonan 
Kasasi, Permohonan Peninjauan Kembali, Permohonan Eksekusi. 
h. Permohonan Perlawanan Yang Merupakan Verzet Terhadap Putusan 




i. Permohonan Perlawanan Pihak Ke-III (Derden verzet) Didaftarkan 
Sebagai Perkara Baru Dalam Gugatan. 
j. Memberikan Paraf dan tanggal pada setiap perkara yang sudah 
diminutasi oleh Panitera Pengganti. 
Meja I : 
1. Membantu Panitera Muda Perdata dalam melaksanakan Tugas Meja I 
dan tugas lain yang bisa didelegasikan. 
2. Menentukan Besarnya Panjar Biaya Perkara Yang Dituangkan Dalam 
SKUM Rangkap Tiga:  
3. Menyerahkan Surat Permohonan, Gugatan, Permohonan Banding, 
Permohonan Kasasi, Permohonan Peninjauan Kembali, Permohonan 
Eksekusi Kepada Yang Bersangkutan Untuk Menyetorkan Uang 
Panjar  Ke Bank  yang ditunjuk Sesuai Yang Ditaksir. 
4. Mencatat pendapatan & pengeluaran ke dalam seluruh register 
keuangan perkara Perdata dan register PNBP. 
5. Operator Aplikasi CTS (SIPP) yang berhubungan dengan Tugas Meja I 
(Keuangan Pihak Ketiga). 
6. Menyerahkan Penerimaan Hak Hak Kepaniteraan (HHK) kepada 
Bendaharawan Penerima untuk disetorkan kepada kas negara. 
7. Mengupdate keadaan perkara  Pengadilan Negeri Batam tiap bulannya. 
8. Membuat laporan bulanan  perkara Perdata (Permohonan, Gugatan, 
Eksekusi) dan keuangan perkara perdata. 
9. Mempertanggung jawabkan seluruh pelaksanaan tugas Meja I kepada 




Meja III : 
1. Menerima dan Membuat Akta  Penyataan Banding,Kasasi,dan 
Peninjauan Kembali (PK) perkara Perdata  dan  mengecek Apakah 
Upaya Hukum tersebut memenuhi tenggang waktu untuk bisa diterima 
Upaya Hukumnya. 
2. Mencatat Permohonan Banding ,Kasasi, dan Peninjauan kembali 
Perkara Perdata pada buku pantau dan  juga pada  Aplikasi CTS 
(SIPP). 
3. Menerima dan Membuat Tanda Terima Memori  Banding,Kasasi dan 
PK serta  Kontra Memori Banding  Memori  Banding,Kasasi dan 
PK  Perkara Perdata . 
4. Memberitahukan kepada Jurusita  mengenai Upaya Hukum agar 
Jurusita melaksanakan Pemberitahuan Penyataan (Banding, Kasasi, 
PK), Menyerahkan Memori Banding,Kasasi,PK), Pemberitahuan 
Kontra Memori Banding,Kasasi,PK), serta Pemberitahuan  untuk 
memeriksa berkas (Inzage). 
5. Mengatur Penyusunan Berkas Perkara Untuk di jadikan 2 Bagian yaitu 
Bundel A dan Bundel  B. 
6. Memasukan Sofcopy / scan file-file untuk dilampirkan sebagai 
kelengkapan berkas upaya hukum (Banding,Kasasi,PK) . 
7. Membuat Surat pengantar Pengiriman Berkas Banding, Kasasi, PK. 





9. Melaporkan dan Mempertanggung jawabkan sejauh manakah Proses 
Perkara Perdata Upaya Hukum (Banding,Kasasi,PK)  kepada Panitera 
Muda Perdata.. 
10. Meneliti dan menelaah kelengkapan berkas perkara yang dimohonkan 
eksekusi . 
11. Membuat laporan apabila ada perkara yang dimohonkan Eksekusi / 
delegasi bantuan eksekusi dari Pengadilan Negeri lain kepada Panitera 
Muda Perdata . 
12. Mengisi buku register upaya hukum (Banding,Kasasi, dan Peninjauan 
Kembali)  serta  Buku Register Eksekusi dan Penyitaan 
13. Mempertanggungjawabkan Seluruh Pelaksanaan  Tugas Kepada 
Panitera Muda Perdata. 
7.  Kepaniteraan Pidana  
Panitera Muda Pidana : 
a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara 
pidana. 
b. Pelaksanaan registrasi perkara pidana 
c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan 
kepada termohon. 
d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan 
kepada ketua majelis hakim berdasarkan penetapan penunjukkan 
majelis hakim dari ketua pengadilan. 
e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan 




f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin 
penyitaan dari penyidik. 
g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus 
dan diminutasi. 
h. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para 
pihak yang tidak hadir. 
i. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, 
kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak. 
j. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang   
dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali. 
k. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya    
hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi    
putusan kepada pengadilan tinggi dan mahkamah agung. 
l. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada jaksa        
penuntut umum dan terdakwa. 
m. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi. 
n. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai   
kekuatan hukum tetap. 
o. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah  berkekuatan        
hukum  tetap kepada panitera muda hukum. 
p. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan. Dan 




Meja I : 
1. Melengkapi berkas perkara yang masuk (membuat penetapan Hakim 
dan PP) 
2. Mencatat perkara baru register induk pidana biasa 
3. Mencatat perkara baru register induk pidana singkat 
4. Mencatat perkara baru register induk pidana cepat 
5. Mencatat perkara baru register induk pidana ringan 
6. Mencatat perkara baru register induk pidana anak 
7. Menerima, memproses/ mencatat register diversi 
8. Mencatat register permohonan peninjauan kembali perkara pidana 
anak 
9. Monitoring perkara pidana biasa, anak 
10. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan perintah atasan 
11. Kebersihan 
Meja II : 
1. Memproses ijin penyitaan 
2. Memproses ijin penggeledahan 
3. Memproses berkas tilang 
4. Membuat laporan bulanan dan tahunan penyitaan, penggeledahan dan 
lalu lintas 
5. Pengiriman berkas 
6. Pengarsipan 
7. Monitoring perkara pidana lalu lintas 




9. Monitoring penahananPasal 25 danPasal 29 
10. Monitoring penyitaan 
11. Monitoring penggeledahan 
12. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan perintah atasan 
13. Menjaga Kebersihan 
Meja III : 
1. Membuat laporan putus 
2. Membuat laporan bulanan perkara biasa 
3. Membuat laporan bulanan perkara anak 
4. Membuat laporan tahunan perkara biasa 
5. Membuat pengantar surat keluar 
6. Monitoring laporan bulanan 
7. Monitoring laporan tahunan 
8. Monitoring surat masuk 
9. Monitoring surat keluar 
10. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan perintah atasan 
11. Menjaga Kebersihan 
Meja IV : 
1. Memasukan perkara baru kedalam CTS/SIPP 
2. Memasukan putusan kedalam direktori putusan 
3. Memeriksa kelengkapan berkas perkara yang akan di minutasi 
4. Memproses penahanan 
5. Mencatat register penahanan 




7. Membuat laporan tahunan penahanan 
8. Monitoring perkara pidana singkat 
9. Monitoring perkara pidana ringan 
10. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan perintah atasan 
11. Menjaga Kebersihan 
8.  Kepaniteraan Hukum 
Panitera Muda Hukum : 
a. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka 
pendek dan jangka panjang, pelaksanaanya serta pengorganisasiannya. 
b. Mengkoordinir dan membagi tugas serta melakukan pengawasan 
melekat atas semua tugas staf di kepaniteraan Hukum. 
c. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang 
pengadilan, membuat dan mengetik berita acara persidangan, mengetik 
petikan putusan dan menandatanganinya. 
d. Minutering perkara perdata dan pidana. 
e. Mengkonsep / membuat jawaban surat yang berhubungan dengan 
kepaniteraan hukum sesuai disposisi, petunjuk dan arahan Pimpinan. 
f. Meneliti surat-surat keluar yang berhubungan dengan kepaniteraan 
hukum sebelum dimintakan tanda tangan kepada Pimpinan. 
g. Meneliti Laporan Bulanan,empat bulanan, enam bulanan dan tahunan 
sebelum dimintakan tanda tangan kepada Pimpinan. 
h. Mendisposisi surat-surat masuk yang berhubungan dengan 
kepaniteraan hukum. 




j. Menyediakan dan melayani serta kontrol meja informasi dan 
pengaduan. 
k. Menyediakan sarana dan prasarana serta mengontrol dan menerima 
laporan dari kegiatan Pos Bakum. 
l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan. 
 Staf I : 
1. Pembuatan Laporan Bulanan,empat bulanan, enam bulanan dan 
tahunan melalui email (soft Copy) dan manual /Pos (Hard Copy). 
2. Petugas Meja Informasi dan Pengaduan. 
3. Membuat laporan dari kegiatan Pos Bankum, meja informasi dan 
pengaduan 
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan 
Staf II : 
1. Pembuatan Surat Keterangan Tidak Pernah Dihukum/dipidana/tidak 
dicabut hak pilihnya, Pengisian Register Surat Keterangan dan 
pengarsipan Pembuatan Surat Keterangan Tidak Pernah 
dihukum/dipidana dalam file (ditutup setiap akhir bulan dan 
ditandatangani oleh petugas dan Panmud, akhir tahun diketahui 
panitera dan Ketua Pengadilan). 
2. Pengelolaan ruang arsip. 
3. Mengagenda buku perngarsipan Berkas Perkara In Aktif. 
4. Mengagenda buku peminjaman Berkas Perkara In Aktif. 
5. Merekap dan membuat laporan hasil quesioner kepuasan masyarakat. 




Staf III : 
1. Mengagenda surat-surat keluar yang berhubungan dengan kepaniteraan 
hukum dan memintakan tanda tangan kepada Pimpinan. 
2. Menutup buku register surat keluar dan surat masuk setiap akhir bulan 
berjalan yang berhubungan dengan kepaniteraan hukum. 
3. Mengumpulkan softcopy putusan dan berita acara persidangan Perkara 
In Aktif. 
4. Membuat statistik perkara setiap akhir tahun. 
5. Membantu Mengedarkan quesioner kepuasan masyarakat. 
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan. 
7. Menerima Pendaftaran Badan Hukum, Mengisi Register Badan 
Hukum dan Pengarsipan Pendaftaran Badan Hukum dalam file 
(ditutup setiap akhir bulan dan ditandatangani oleh petugas dan 
Panmud, akhir tahun diketahui Panitera dan Ketua Pengadilan 
8. Legalisasi Alat Bukti Surat, Pengisian Register dan Pengarsipan 
Legalisasi Alat Bukti Surat dalam file (ditutup setiap akhir bulan dan 
ditandatangani oleh petugas dan Panmud, akhir tahun diketahui 
panitera dan Ketua Pengadilan 
9. Pendaftaran Surat Kuasa Perdata dan Pidana, Pengisian Register dan 
pengarsipan Pendaftaran Surat Kuasa Perdata dan Pidana dalam 
file.(tutup setiap akhir bulan dan ditandatangani oleh petugas dan 
Panmud, akhir tahun diketahui panitera dan Ketua Pengadilan) 
9.  Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan  
Sub bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan 




perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, 
dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi 
serta pelaporan. 
Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan : 
1. Menyusun RKA-KL dan membahas usulan revisi kegiatan dan 
anggaran (DIPA) serta penyiapan bahan usulan APBNP bersama 
dengan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan PPK (Pejabat Pembuat 
Komitmen. 
2. Operator Aplikasi RKA-KL. 
3. Mengkoordinir,Menginventarisir segala kebutuhan masing-masing 
bidang dalam hal penganggaran:  
4. Mengkoordinir Penyusunan Laporan Tahunan, IKU (Indikator Kinerja 
Utama),Reviu IKU, Renstra (Rencana Strategis),Reviu Renstra, RKT 
Rencana Kinerja Tahunan), PKT (Perjanjian Kinerja Tahunan), dan 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP. 
5. Mengkoordinir Penyusunan Laporan Keuangan. 
6. Mengelola,Menyetor PNBP,membuat pembukuan PNBP dan 
Mengisinya pada Aplikasi SIMARI dan Simponi PNBP. 
7. Mengisi Realisasi anggaran pada Website Badilum. 
8. Mengkoordinir Penyusunan Perjanjian Kinerja Individu. 
9. Monitoring kelancaran akses internet dan jaringan serta membantu 
pimpinan dalam pengembangan aplikasi untuk wewujudkan 




10. Memantau pelaksanaan tugas IT sebagai fasilitator SIPP, baik Update 
versi terbaru,database,singkronisasi,penambahan User dan referensi, 
problem solving dalam pengaplikasian SIPP, pengelolaan Website, 
server dan jaringan Internet 
11. Mengisi monitoring rencana kinerja . 
12. Melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah atasan. 
Staf : 
1. Maintenance, merancang dan Instalasi Sistem Aplikasi Perkantoran. 
2. Mendesain Inovasi pelayanan yang berbasiskan Teknologi Informasi. 
3. Mengelola Website,server dan Jaringan (Software dan Hardware.:  
4. Membantu Kasubbag Perencanaan, TI dan pelaporan dalam hal 
pengimplementasian SIPP selaku Super Administrator SIPP. baik 
Update versi terbaru, database, singkronisasi, penambahan User dan 
referensi, problem solving dalam pengaplikasian SIPP. 
5. Singkronisasi data SIPP dan backup database setiap bulannya. 
6. Membantu menyiapkan bahan untuk penyusunan Laporan Tahunan, 
IKU (Indikator Kinerja Utama), Reviu IKU, Renstra (Rencana 
Strategis), Reviu Renstra, RKT Rencana Kinerja Tahunan), PKT 
(Perjanjian Kinerja Tahunan, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 
(LKjIP. 
7. Membantu Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan dalam 
kegiatan Perencanaan, TI dan Pelaporan lainnya. 
8. Mengisi monitoring rencana kinerja. 




10. Sub Bagian Kepegawaian,Organisasi, dan Tata Laksana  
Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana 
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan 
kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana. 
Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana : 
1. Menyusun dan mengarsipkan DUK, Bezzetting serta data kepegawaian 
lainnya. 
2. Mengkoordinir kegiatan upacara penyumpahan dan pelantikan jabatan. 
3. Menerima, menyusun dan menyelesaikan seluruh berkas urusan 
kepegawaian PN Batam. 
4. Memproses usulan PNS, kenaikan pangkat pejabat, mutasi/promosi 
pegawai PN Batam. 
5. Memproses usul permohonan KARPEG, KARIS/KARSU, ASKES 
dan Kartu Identitas kepegawaian lainnya. 
6. Memproses usul cuti. 
7. Memproses surat tugas kedinasan. 
8. Memproses kenaikan gaji berkala. 
9. Menyiapkan absen hadir dan pulang. 
10. Merekap absensi tiap akhir bulan. 
11. Melaksanakan penataan administrasi dan file kepegawaian serta 
menyiapkan arsip surat/berkas kepegawaian. 
12. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh atasan. 
11. Sub Bagian Umum dan Keuangan  
Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan 




tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, 
serta pengelolaan keuangan 
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan : 
1. Mengarahkan, memantau dan mengawasi tugas keseharian staf sub 
bagian umum dan keuangan. 
2. Memeriksa dan mengoreksi pekerjaan yang berhubungan dengan 
bidang administrasi umum dan keuangan. 
3. Meyimpan dan menata usahakan pertanggung jawaban 
perbendaharaan. 
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana 
kantor. 
5. Menginput dan mengelola Aplikasi SIMAK BMN. 
6. Merekonisiliasi data BMN melalui Aplikasi SIMAN. 
7. Membuat berita acara rekonsiliasi internal SIMAK BMN dan SAIBA. 
8. Mengelola Aplikasi SIMANTAP 
9. Mengelola pendistribusian ATK dan menginput Aplikasi Persediaan 
10. Membuat berita acara opname fisik persediaan. 
11. Meneliti dan menguji tagihan yang diajukan PPK. 
12. Menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM). 
Staf (Bendahara Pengeluaran) : 
1. Mengelola uang persediaan 
2. Melakukan pembukuan atas pengeluaran melalui UP dan LS yang 




3. Menyiapkan SPP UP, SPP GUP dan SPP LS untuk ditandatangani 
KPA / PPK dan PPSPM. 
4. Membuat laporan keuangan bulanan, triwulan dan tahunan. 
5. Memasukkan SP2D ke dalam aplikasi SAIBA. 
6. Melaksanakan e-rekon LK DJPBN. 
7. Mencatat buku kas umum dan buku bantu. 
8. Membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) bendahara pengeluaran. 
9. Membuat pengajuan dan pertanggung jawaban remunerasi (tunjangan 
kinerja). 
10. Membantu membuat daftar gaji / susulan gaji / persekot / uang lembur 
/ uang makan. 
11. Mengawasi pelaksanaan tugas tenaga kebersihan dan keamanan. 
 Staf I : 
1. Membantu membuat laporan keuangan bulanan, triwulan dan tahunan. 
2. Membuat laporan SPT Masa Bulanan dan melaporkan ke Kantor 
Pajak. 
3. Membantu mencatat buku kas umum dan buku bantu keuangan. 
4. Membuat laporan penyerapan anggaran. 
5. Mengarsipkan surat masuk dan keluar. 
6. Membuat pembukuan secara manual. 
7. Membantu membuat Surat Perintah Bayar (SPBy). 
8. Membantu pelaksanakan administrasi perpustakaan. 




Staf II : 
1. Menerima dan mengagendakan surat masuk. 
2. Mendsitribusikan surat masuk ke bagian yang ditentukan sesuai 
perintah disposisi. 
3. Melaksanakan administrasi perpustakaan. 
4. Membuat Surat Keputusan penunjukkan penghuni rumah dinas dan 
penanggung jawab kendaraan dinas 
5. Mengelola daftar permintaan ATK serta mendistribusikannya. 
6. Melaksanakan tugas piket persidangan dan piket kantor. 
7. Memelihara dan menjaga kebersihan serta keamanan kantor. 
8. Membantu pelaksanaan tugas driver operasional kantor. 
Staf III : 
1. Menerima dan mengagendakan surat keluar. 
2. Mengirim surat keluar ke alamat yang dituju / kantor pos. 
3. Sebagai driver operasional kantor / driver kendaraan dinas Ketua. 
4. Membantu pendistribusian ATK. 
5. Melaksanakan tugas piket persidangan dan piket kantor. 
6. Memelihara dan menjaga kebersihan serta keamanan kantor. 
12. Panitera Pengganti  
Jabatan Fungsional Panitera Pengganti mempunyai tugas 
memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan, 
baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Panitera Pengganti 




a. Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan. 
b. Pelaksanaan pencatatan proses persidangan. 
c. Pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan. 
d. Pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan. 
e. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara 
diputus dan diminutasi. dan 
f. Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada 
Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada 
Panitera Muda Hukum. 
13. Jurusita  
Jabatan Fungsional Jurusita mempunyai tugas memberikan 
dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada 
pengadilan tingkat pertama. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud, Jurusita menyelenggarakan fungsi : 
a. Pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak. 
b. Pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak. 
c. Pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi. 
d. Pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara. Dan 







G. Layanan Pojok e-Court 
Pengadministrasian perkara secara elektronik/ Pojok e-Court dalam 
melaksanakan fungsinya sebagai klinik bantuan pendaftaran e-Court 
memiliki tugas membantu pihak dan pengguna terdaftar( Advokat) ,Non 
Advokat, perorangan, pemerintah, dan Badan Hukum dalam melakukan 
pendaftaran untuk pertama kalinya. Disebut dengan pojok e-Court agar 
kesulitan dan kendala dalam pendaftaran perkara secara elektronik yang 
dialami oleh para pihak yang berperkara , baik oleh pengguna terdaftar dll 
dapat diatasi oleh petugas pelayanan pojok e-Court. Artinya segala sesuatu 
kendala masalah yang dirasakan mengenai pendaftaran akan mendapat 
jawaban dan teratasi dengan baik pada pojok e-Court  
Petugas layanan e-Court memiliki tugas non teknis, petugas pojok e-
Court menjadi pintu masuk dan sumber informasi serta dapat memberi 
informasi sederhana serta mudah dimengerti mengenai tata cara 
pendaftaran secara elektronik  
a. Membuka dan menerima perkara gugatan terdaftar secara elektronik  
yang diajukan oleh para pihak melalui e-Court  
    b. Membuka dan menerima perkara permohonan terdaftar secara elektronik 
yang diajukan oleh para pihak melalui e-Court  
c. Menelaah , memeriksa kelengkapan dan kelayakan berkas perkara 
gugatan terdaftar melalui e-Court 
d. Mencetak hasil unggahan perkara terdaftar dari e-Court 




  f. Meregister berkas perkara terdaftar secara elektronik pada Sistem 
Informasi Perkara  
  g. Membantu mendaftarkan perkara gugatan, pengguna lain/Non Advokat 
h. Membantu pendaftaran berkas perkara pihak sebagai tergugat secara 
elektronik 
i. Membantu mengunggah berkas perkara gugatan/ permohonan pengguna  
terdaftar dan pengguna lain yang dibutuhkan sesuai dokumen perkara 
yang dibutuhkan 
j. Menginformasikan besaran biaya taksiran biaya panjar kepada pengguna 








A. Pengertian e-Court 
Era revolusi industri 4.0 saat ini disebut demikian, karena karakteristik 
dari industri ini adalah terhubungnya seluruh entitas secara digital yang 
mencakup segala jenis teknologi dengan memanfaatkan teknologi informasi 
dan komunikasi secara seutuhnya. Era digitalisasi ini akan mengubah berbagai 
aktivitas manusia termasuk dalam bidang hukum dan menjadi salah satu 
tantangan bagi Mahkamah Agung secara universal dan mengharuskan adanya 
digitalisasi sistem dalam pelayanan di bidang administratif dan persidangan di 
pengadilan.  
Oleh karena itu, pada tahun 2019, Mahkamah Agung menerbitkan 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi 
Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang merupakan revisi terhadap 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi 
Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. 
E-Court atau yang lebih dikenal dengan istilah peradilan secara 
electronic merupakan terobosan yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung 
dibidang administrasi pelayanan peradilan berbasis elektronik dengan 
memanfaatkan teknologi informasi (TI) dengan berlandaskan pada Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan 




Kata e-Court terdiri dari dua kata yaitu electronic dan court. Secara 
bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata elektronik adalah alat 
yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika, hal atau benda yang 
menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika.
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Sedangkan kata court secara bahasa masuk ke dalam bahasa Inggris atau 
english yaitu bahasa jemarik yang pertama kali dituturkan di Inggris pada abad 
pertengahan awal, court dalam bahasa indonesia berarti pengadilan, 
mahkamah atau sidang pengadilan.
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Sedangkan e-Court secara istilah adalah suatu instrumen pengadilan 
sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dalam hal pendaftaran perkara 
secara online, pembayaran biaya panjar secara online, pemanggilan secara 
online dan persidangan secara online yaitu mengirim dokumen persidangan 
(jawaban, replik, duplik, kesimpulan, putusan).
35
 Sehingga e-Court  
merupakan suatu terobosan terbaru Mahkamah Agung untuk meningkatkan 
pelayanan di lingkungan peradilan dengan memberikan layanan yang 
mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.  bagi 
Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan 
Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, 
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Aplikasi e-Court adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses 
gugatan, gugatan sederhana, bantahan permohonan, pembayaran biaya 
perkara, melakukan panggilan sidang dan pemberitahuan persidangan, putusan 
dan upaya hukum secara elektronik serta layanan aplikasi perkara lainnya 
yang ditetapkan Mahkamah Agung, yang terintegrasi dan tidak terpisahkan 
dengan Sistem Infomasi Penelusuran Perkara. Kemudian hal yang perlu 
diketahui bahwa persidangan secara elektronik berdasarkan Surat Keputusan 
Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VII/2019 tidak semua perkara di 
pengadilan dapat dilakukan secara e-Litigation tetapi baru secara liminatif 




Melalui e-Court, perkembangan hukum di Indonesia siap atau tidak 
harus mengikuti “gelombang online”
38
 , dan pada saat ini Mahkamah Agung 
juga mulai beradaptasi dengan gelombang online atau elektronik. Mahkamah 
Agung melakukan perpindahan kinerja berbasis manual ke sistem elektronik 
atau “online”, yaitu antara lain Sistem Informasi Penelusuran Perkara ( SIPP ), 
SIAP, SIKEP, KOMDANAS, SIMARI, SIWAS, e-LLK, SIMAK, PNBP, 
Sistem Informasi Tata Persuratan, Sistem Informasi Perpustakaan, Sistem 
Informasi Portal, Direktori Putusan, Info Perkara, New Direktori Putusan, 
Gugatan On Line, E-SKUM, ATR, SPPT, Bantuan Panggilan Sidang 
Elektronik dan tentunya saat ini juga termasuk dengan persidangan secara 
elektronik/ e-Litigation. 
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B. Sistem Hukum Acara Secara Elektronik 
1. Pendaftaran Perkara Secara Online ( e-Filling ) 
E-Filing dapat digunakan melakukan pendaftaran perkara secara 
elektronik dalam perkara gugatan atau permohonan perdata, agama, tata 
usaha militer, atau tata usaha negara. Aplikasi ini dapat digunakan untuk 
melakukan pendaftaran gugatan atau permohonan sekaligus memasukkan 
dokumen elektronik. Hasil dari entry data yang telah terverifikasi dan 
diterima secara prosedural, lalu akan memulai suatu perkara perdata. 
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Aplikasi juga dapat untuk memasukkan dokumen elektronik atas 
perkara yang sudah ada. e-Filing juga dapat digunakan untuk melakukan 
pengunggahan ataupun pengunduhan dokumen dalam replik, duplik dan 
kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen 
perkara perdata/ agama/ tata usaha militer/tata usaha negara. Pengguna 
terdaftar wajib memperhatikan standar-standar teknis yang berupa format 
dokumen, ukuran, jenis huruf, ukuran dan/atau batasan lain telah 
ditetapkan dalam mengunggah dokumen melalui aplikasi e-Court . 
Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai 
pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan 
Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan e-
Court. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui 
aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI. 
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Pendaftaran Perkara secara online melalui aplikasi e-Court 
memiliki beberapa kelebihan yang bisa diperoleh dari aplikasi ini 
diantaranya : 
1. Dapat menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara. 
2. Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi 
chanel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank. 
3. Dokumen tersimpan secara baik dan dapat pula diakses dimanapun 
lokasi dan media. 
4. Proses temu kembali data yang lebih cepat 
Tahapan proses pendaftaran pendaftaran perkara secara elektronik 
yaitu : 
a) Memilih Pengadilan 
Dari Menu Gugatan Online lalu pilih Tambah Gugatan 
Gambar 3.1 













                                                       Gambar 3.2 




 Advokat dapat beracara di Pengadilan yang telah membuka 
layanan e-Court dan dalam hal ini Pengadilan yang membuka layanan e-
Court tidak serempak di Indonesia akan tetapi bagi yang sudah dinyatakan 
siap oleh Dirjen masing- masing.
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a) Mendapatkan Nomor Register Online (Bukan Nomor Perkara) 
Pada tahapan ini, sesudah  memilih Pengadilan pengguna 
terdaftar akan mendapatkan Nomor Register Online dan Barcode tetapi 
bukan  Nomor Perkara. 
Gambar 3.3 
Halaman Pendaftaran Perkara Gugatan 
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Setelah memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan 
dalam pendaftaran online melalui e-Court, tekan tombol daftar. 
b) Pendaftaran Kuasa 
Pendaftaran surat kuasa merupakan bagian dari tahapan dimana 
pembela atau pengguna terdaftar harus mengunggah surat kuasa 
sebelum tahap pendaftaran. Syarat Pendaftaran Lain dalam beracara 
seperti Berita Acara Sumpah, KTP dan Kartu Anggota Advokat tidak 
perlu dicantumkan lagi karena sudah akan selalu terlampirkan setiap 
pendaftaran perkara. Dokumen seperti Berita Acara Sumpah, KTP dan 
KTA sudah di daftar saat pendaftaran akun pengguna terdaftar. 
Gambar 3.4 
Halaman Pendaftaran Surat Kuasa 
 
c) Mengisi Data Pihak 
Mengisi Data Pihak adalah menjadi hal wajib dalam 
pendaftaran perkara dan dalam pengisian data pihak ini akan mengisi 
alamat pihak baik penggugat dan tergugat sehingga dapat memilih 
lokasi Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan. Dengan melengkapi data 









Halaman Formulir Data Pihak 
 
d) Upload Berkas Gugatan 
Tahapan berikutnya adalah melengkapi Dokumen Gugatan 
yang harus diupload pada tahapan Upload Berkas. Berkas Gugatan dan 
Persetujuan. 
Gambar 3.6 
Halaman upload berkas gugatan 
 
Setelah melewati semua tahapan makan pengguna mendapatkan 
taksiran panjar biaya. 
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2.  Taksiran Panjar Biaya (e-Skum) 
Inovasi yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung ini 
memudahkan pendaftar perkara dalam menghitung panjar , yang juga 
disisi lain meningkatkan efisiensi dan transparansi proses memangkas.  
Setelah selesai melakukan pendaftaran perkara online melalui e-
Court, Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya 
(e-SKUM) dan Nomor Pembayaran (Virtual Account) yang dapat 
dibayarkan melalui saluran elektronik (Multi Channel) yang tersedia . 
Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung 
mendapatkan SKUM yang degenerate secara elektronik oleh aplikasi e-
Court. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan 
komponen biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh 
Pengadilan, dan besaran biaya radius yang juga ditetapkan oleh Ketua 
Pengadilan sehingga perhitungan taksir biaya panjar sudah dapat 
diperhitungkan sedekmikian rupa dan menghasilkan SKUM.  
Gambar 3.7 





Jika dalam perjalanannya terdapat kekurangan akan diterbitkan 
tagihan untuk biaya panjar dan jika biaya panjar kelebihan maka akan 
dikembalikan pada pendaftar. 
3.  Pembayaran Secara Elektronik ( e –Payment ) 
Pendaftar akan mendapatkan taksiran panjar dan nomor 
pembayaran (Virtual Account ) sebagai rekening virtual pembayaran biaya 
panjar perkara . 
Setelah ini pendaftar akan mendapatkan nomor Virtual Account 
dari perkara yang sudah didaftarkan ,maka pemberitahuan akan masuk 
kedalam email pendaftar. E-mail tagihan ini harus dibayarkan. Setelah itu 
maka status dari pendaftaran akan berubah . Hingga menunggu verifikasi 
dan validasi yang dilakukan oleh pengadilan untuk mendapatkan Nomor 
Perkara.  
Gambar 3.8 
Halaman penyelesaian Pembayaran dengan Virtual Account 
 
4.   Pemanggilan Pihak Secara Online ( e- Summons ) 
Setelah pembayaran dilakukan maka pengadilan akan melakukan 




pihak melalui saluran elektronik ke alamat e-mail para pihak serta 
informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi e-Court. Pasal 15  
Peraturan MA-RI Nomor 1 Tahun 2019, menyebutkan bahwa panggilan 
untuk menghadiri persidangan terhadap para pihak berperkara dapat 
disampaikan secara elektronik. Mengenai pemanggilan secara elektronik 
yang dilakukan hanya kepada pihak yang mendaftarkan dirinya secara 
elektronik dan memiliki bukti tulis, sedangkan tergugat panggilan pertama 
dilakukan melalui jurusita pengadilan dan dapat dilakukan panggilan 
secara elektronik yang sebelumnya terdapat persetujuan secara tertulis atau 
persetujuan untuk dipanggil secara elektronik.  
Pemanggilan secara elektronik tersebut adalah panggilan yang sah 
selama panggilan itu ditujukan kepada domisili yang tertera di Sistem 
Informasi Pengadilan pada  pendaftaran elektronik. Pemanggilan pihak 
merupakan tugas dari jurisita.
42
 
5.  Persidangan Secara Elektronik ( e-Litigasi ) 
Tahap akhir adalah persidangan secara elektronik . sesuai dengan 
pasal 20 PERMA RI No 1 Tahun 2019 sebelumnya para pihak harus telah 
menyetujui akan dilaksanakannya persidangan secara elektronik setelah 
proses mediasi tidak berhasil dengan mengisi principal maka para pihak 
bisa melakukannya sesuai dengan e-Summons yang telah dikirimkan.   
Pada tahap ini para pihak akan dimulai dari acara jawaban, Replik, 
Duplik, dan Kesimpulan . Untuk jadwal persidangan sudah terintegrasi 
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dengan di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara). Maka 
persidangan secara elektronik akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal 
yang telah ditetapkan. Untuk mekanisme kontrol dari semua dokumen 
yang diupload yang dilakukan oleh hakim yang berarti kedua belah pihak 
mengirimkan dokumen dan selama belum diverifikasi oleh hakim maka 
kedua belah pihak tidak dapat melihat atau mendownload dokumen yang 
telah dikirim oleh pihak lawan.  
Persidangan secara elektronik akan dilaksanakan melalui Sistem 
Informasi Pengadilan pada jaringan internet public secara hukum telah 
memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum sesuai 




C. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang 
Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik  
Melalui PERMA No 1 Tahun 2019  tentang administrasi dan 
persidangan secara elektronik, Mahkamah Agung terus berupaya untuk 
mewujudkan agar tercapainya  peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya 
ringan sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 
Tentang Kekuasaan Kehakiman  .  
Peraturan Mahkamah Agung ini lahir sejalan dengan tuntutan 
perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi 
secara elektronik dan persidangan secara elektronik agar dapat terlaksana 
secara efektif dan efesien .  
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Materi PERMA No 1 Tahun 2019 tentang Adimistrasi Perkara Secara 
Elektronik dan Persidangan Secara ELektronik terdiri dari 8 bab dan 39 pasal . 
mengenai sistematika dari PERMA No 1 Tahun 2019 adalah sebagai berikut: 
BAB I      : Ketentuan Umum ( Pasal 1-4) 
BAB II     : Penggunaan Layanan Administrasi Perkara Secara ELektronik  
( Pasal   5- 7) 
BAB III   : Administrasi Pendaftaran dan Pembayaran Biaya Perkara 
Secara Elektronik ( Pasal 8-14) 
BAB IV    : Penggilan dan Pemberitahuan Secara Elektronik ( PAsal 15-
18) 
BAB V     :  Persidangan Secara Elektronik ( Pasal 19- 280 
BAB VI   :  Tata Kelola Administrasi Perkara Secara Elektronik ( Pasal 
29- 34) 
BAB VII  :  Ketentuan Peralihan ( Pasal 35) 








A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan diatas maka dapat 
diambil kesimpulan yaitu : 
1. Efektivitas Penggunaan e-Court Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung 
Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di 
Pengadilan Negeri Batam Kelas Ia sudah berjalan efektif menghemat 
waktu dalam penggunaan administrasi perkara secara elektronik, 
pembayaran perkara  juga semakin ringkas karena menggunakan sistem e-
Payment, pemanggilan secara elektronik melalui e-mail juga telah 
dilaksanakan secara elektronik sehingga mempermudah proses 
pemanggilan namun dalam penggunaan e-Litigasi atau persidangan secara 
elektronik masih belum berjalan sebagaimana mestinya karena masih 
terdapat tahap dalam persidangan secara elektronik yang dilakukan 
dipengadilan seperti pemeriksaan bukti saski yang masih harus hadir 
langsung dipengadilan padahal seharusnya dapat dilaksanakan secara 
elektronik.  
2. Faktor kendala dalam penggunaan  e-Court Berdasarkan Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara 
Dan Persidangan di Pengadilan Negeri Batam Kelas Ia dipengaruhi oleh 
beberapa faktor ,diantaranya : pemahaman pengguna dalam penggunaan e-
Court di Pengadilan Negeri Batam, banyak kalangan advokat dan 
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masyarakat yang masih belum memahami sepenuhnya tentang penggunaan 
e-Court sehingga sebagian pengguna bingung tekhusus masyarakat yang  
masih bingung dengan penggunaan e-Court mulai dari tahap administrasi 
perkara hingga persidangan secara elektronik yang dilaksanakan berbasis 
TI sehingga sangat dibutuhkan bantuan dari para petugas dan pegawai 
Pengadilan Negeri Batam . Sarana dan fasilitas dalam penggunaan sistem 
e-Court yang harus memadai karena penerapan yang sepenuhnya 
menggunakan TI tentu harus memiliki sumber daya manusia yang paham 
dalam pengetahuan tentang TI , sumber daya manusia yang masih minim. 
Alat yang memadai , fitur- fitur e-Court yang harus terus diperbaharui 
karena masih banyak kekurangan seperti belum adanya kolum upload 
bukti surat yang baru ada bagi pihak penggugat saja sementara pihak 
tergugat belum tersedia .  
 
B. Saran  
Berdasarkan hasil  penelitian yang telah dilakukan agar   penerapan 
penggunaan e-Court berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 
Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan 
Negeri Batam Kelas Ia lebih efektif, maka penulis mencoba memberikan 
beberapa saran, diantaranya: 
1. Kepada Pengadilan Negeri Batam Kelas Ia agar terus mensosialisasikan  
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi 
Perkara Dan Persidangan agar penerapannya lebih optimal bagi pengguna 
e-Court baik untuk advokat atau masyarakat agar sistem penggunaan e-
Court dapat dipahami dan dilaksanakan sebagai mana mestinya. 
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2. Kepada Mahkamah Agung dapat terus memperbaharui sistem penerapan 
agar e-Court dapat dilaksanakan sepenuhnya seperti pemerikasaan saksi 
yang dapat dilaksanakan secara online, pembuktian yang dapat 
dilaksanakan tanpa mendatangkan langsung ke pengadilan. Sehingga 
proses e-Litigasi dapat dilaksanakan sepenuhnya secara elektronik. Hal ini 
dapat dilakukan agar efektivitas sistem e-Court dapat terlaksana sesuai 
sasaran . 
3. Kepada pengguna e-Court agar dapat mengetahui dan mengikuti Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara 
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EFEKTIVITAS PENGGUNAAN E-COURT  BERDASARKAN 
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG   NOMOR 1 TAHUN 2019    
TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN  
SECARA  ELEKTRONIK DI PENGADILAN  
NEGERI BATAM KELAS IA 
 
Berikut ini adalah pedoman wawancara yang berkaitan dengan penelitian  
tentang Efektivitas Penggunaan e-Court Berdasarakan Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan 
Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Batam Kelas IA. Pertanyaan ini hanya 
digunakan untuk penelitian . Oleh karena itu besar harapan saya kepada 
Bapak/Ibu bersedia menjawab pertanyaan  dengan sejujurnya dan sesuai dengan 
kenyataan yang terjadi. 
 
Identitas mahasiswa  
Nama               : Besty Diana 
NIM                 : 11727200276 
Fak. /Jur/Univ. : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum/ UIN SUSKA RIAU 
Berikut pertanyaannya: 
1. Bagaimana menurut bapak/ibu dengan berkembangnya sistem teknologi di 
peradilan khususnya Pengadilan Negeri Batam saat ini ? 
2. Bagaimana pandangan bapak/ibu dengan dilaksanakannya sistem e-court di 
Pengadilan Negeri Batam ? 
3. Menurut bapak/ibu apakah Pengadilan Negeri Batam telah melaksanakan 
PERMA No.1 Tahun 2019 dengan efektif ? 
4. Jika dibandingkan dengan sistem manual mana yang bapak/ibu nilai lebih 
efektif dalam pelaksanaan dan penerapannya? 
5. Bagaimana prosedur sistem e-Court sendiri menurut Bapak/Ibu hakim? 
6. Apa saja kendala yang bapak/ibu hadapi dalam pelaksanaan sistem e-Court di 
Pengadilan Negeri Batam misal masih kurangnya SDM,atau fasilitas yang 
memadai   ? 
 
 
7. Menurut Bapak/ibu hal apa yang sulit dilaksanan dalam sistem e-Court 
sendiri?  
8. Apakah masukan Bapak/Ibu  untuk Mahkamah Agung terhadap sistem e-

































EFEKTIVITAS PENGGUNAAN E-COURT  BERDASARKAN 
PERATURAN MAHKAMAH  AGUNG   NOMOR 1 TAHUN 2019    
TENTANG  ADMINISTRASI  PERKARA DAN PERSIDANGAN  
SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN  
NEGERI  BATAM KELAS IA 
 
Berikut ini adalah kuisioner yang berkaitan dengan penelitian  tentang 
Efektivitas Penggunaan e-Court Berdasarakan Peraturan Mahkamah Agung 
Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara 
Elektronik di Pengadilan Negeri Batam Kelas IA. Kuisioner ini hanya digunakan 
untuk penelitian . Oleh karena itu besar harapan saya kepada Bapak/Ibu bersedia 
mengisi kuisioner dengan sejujurnya dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi. 
1. Identitas mahasiswa  
Nama               : Besty Diana 
NIM                 : 11727200276 
Fak. /Jur/Univ. : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum/ UIN SUSKA RIAU 
2. Identitas Responden 
Nama  : 
No.HP : 
3. Petunjuk Pengisian Kuisioner  
a. Isilah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan kenyataan yang terjadi. 
b. Berikan tanda (X) atau silang pada pilihan A,B yang sesuai dengan 
keinginan   
b. Bapak/ Ibu 
c. Isilah jawaban titik-titik sesuai dengan jawaban Bapak/ibu 
d. Terimakasih kepada Bapak/Ibu telah bekerja sama, semoga Allah 







1. Apakah saudara mengetahui Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No 1 
tahun 2019 tentang sistem e-Court yang diterapkan di Pengadilan Negeri 
Batam? 
Jawab :     
a. Ya                 
b. Tidak  
2. Apakah dengan adanya sistem e-court proses berperkara di Pengadilan Negeri 
Batam semakin efektif? 
Jawab  :    
a. Ya    
b. Tidak  
3. Apakah saat meggunakan sistem e-court anda mengalalami kendala? 
Jawab   :   
a. Ya …………. 
b. Tidak ……….. 
4. Apakah dengan berkembangnya teknologi informasi yaitu sistem e-Court 
memberikan Manfaat  dalam mencari keadilan? 
Jawab :     
a. Ya  
b. Tidak 
5. Apakah dengan adanya sistem e-court dapat mempercepat  penyelesaian 
perkara di Pengadilan Negeri Batam? 
Jawab :      
a. Ya, dengan adanya e-court memperlambat proses berperkara. 
b. Tidak, dengan adanya e-court mempercepat proses berperkara.  
6. Apakah dengan adanya sistem e-Court di Pengadilan Negeri  Batam  
menghemat biaya ringan dari pada sistem manual? 
Jawab :     
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